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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai peran ASEAN dalam
menyelesaikan konflik, terutama konflik Indonesia dan Malaysia berkaitan
dengan permasalahan klaim Blok ambalat, maka dapat disimpulkan bahwa
ASEAN selama ini belum mampu untuk menyelesaikan konflik yang
terjadi antar negara anggotanya. Hal ini disebabkan karena ASEAN masih
memegang prinsip-prinsip lama yang sudah tidak sesuai lagi untuk
dipertahankan sekarang ini, misalnya saja prinsip non intervensi yang
menjadi penghalang bagi ASEAN untuk menyelesaikan konflik. Selain itu
tidak berfungsinya High Council dalam menyelesaikan konflik yang
terjadi, hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi tegas yang dibuat untuk

negara yang melanggar aturan.

Dengan demikian, para pihak yang berkonflik memakai Mahkamah
Internasional untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi. Karena ada rasa
ketidakpercayaan dari negara anggota yang berkonflik untuk memakai
ASEAN sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Sehingga
lebih mengandalkan Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan

konflik, karena Mahkamah Internasional dianggap lebih berpengalaman,
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netral, dan memiliki sanksi yang tegas. Namun, dalam penyelasaian
konflik melalui Mahkamah Internasional akan merugikan salah satu pihak.
Padahal kemungkinan besar apabila konflik dapat diselesaikan secara
baik-baik oleh ASEAN kemungkinan salah satu Negara dirugikan
cenderung lebih kecil terjadi. Dan dengan tidak memakai Mahkamah
Internasional dalam menyelesaikan konflik maka tujuan dari ASEAN
dimana menjaga stabilitas dan keamanan tanpa campur tangan pihak asing

dapat terwujud.

. SARAN

ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional regional di
kawasan Asia Tenggara. Salah satu tujuan utama berdirinya ASEAN
adalah untuk menciptakan suasana aman dan kondusif di wilayah Asia
Tenggara. Demi tercapainya tujuan tersebut ASEAN bertanggung jawab
untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan yang terjadi antar
anggotanya. Karena, adanya konflik yang terjadi antar anggota ASEAN

sendiri merupakan ancaman bagi terciptanya tujuan tesebut.

Dengan tanggung jawab yang besar tersebut, diharapkan ASEAN
dapat memiliki peraturan yang dapat diterapkan kepada anggotanya
sehingga konflik-konflik internal dalam anggota ASEAN dapat
dihindarkan. ASEAN seharusnya segera membentuk dan merancang
peraturan yang khusus dan mengikat untuk menyelesaikan konflik yang

terjadi antar anggotanya. Sehingga, apabila ada permasalahan atau konflik
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antar anggota dapat diselesaikan oleh ASEAN sendiri tanpa ada campur

tangan pihak ketiga.

ASEAN sebagai organisasi regional dalam menyelesaiakan konflik
harus memiliki sanksi yang tegas, sebagai suatu kekuatan dalam
menghukum Negara anggota yang cenderung memicu konflik, karena
dengan adanya sanksi yang tegas maka setiap Negara anggota akan lebih
dapat mematuhi segala peraturan dalam organisasi, karena selama ini
ASEAN hanya menuntut kesadaran dari Negara anggota. Selain itu,
ASEAN juga harus meninggalkan prinsip non intervensi yang selama ini
dianut olen ASEAN padahal prinsip ini seringkali menghalangi upaya
ASEAN dalam menyelesaikan konflik. Apabila konflik terlalu sering
terjadi dan tidak dapat diatasi maka akan menghambat perkembangan

ASEAN, terutama menghalangi terwujudnya komunitas ASEAN 2015.

ASEAN diharapkan untuk segera melakukan pembahasan
mengenai peraturan tersebut. Selain dapat mempermudah menyelesaikan
konflik yang terjadi antar anggota ASEAN, ketentuan peraturan tersebut
juga akan mewujudkan cita-cita ASEAN untuk mencapai suasana yang

aman dan kondusif di kawasan Asia Tenggara.
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